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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim,

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  NIK XXXXX,  tempat lahir di Merauke, tanggal 20 Juli 1992, umur

31  tahun,  agama Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,  pekerjaan

Petani,  tempat  tinggal  di XXXXX,  Distrik  Malind,  Kabupaten

Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan

domisili elektronik e-mail: XXXXX sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat lahir di Merauke, tanggal 28 Februari 2002,

umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Petani,  tempat  tinggal  di Kampung  XXXXX,  Distrik  Kurik,

Kabupaten  Merauke, Provinsi  Papua  Selatan,  Sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon dengan  surat  permohonannya  tertanggal  20

Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan  Pengadilan Agama Merauke dengan

register  perkara  Nomor  XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk  tanggal  20  Nopember  2023,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.------------------------------------------------------------------------------------------------------Bah

wa pada tanggal 11 Desember 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan
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pernikahan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama,  Distrik

Okaba,  Kabupaten Merauke,  sebagaimana Kutipan Akta  Nikah nomor  : XXXXX,

tanggal 29 Desember 2016; 

2.------------------------------------------------------------------------------------------------------Bah

wa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri

di rumah milik Pemohon di Kampung XXXXX, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;   

3.------------------------------------------------------------------------------------------------------Bah

wa  dari  pernikahan  tersebut  Pemohon dan  Termohon  telah  memiliki  satu  orang

anak, yang bernama ANAK, laki-laki, berumur 4 tahun, saat ini anak tersebut dalam

asuhan Pemohon;  

4.------------------------------------------------------------------------------------------------------Bah

wa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam

keadaan  rukun  dan  harmonis,  namun sejak  tahun  2020  keadaan  rumah tangga

Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi,  hal  tersebut

disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki

lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari bukti chat mesra yang ada di handphone

milik  Termohon,  namun  setiap  kali  Pemohon  menanyakan  hal  tersebut  kepada

Termohon, Termohon tidak pernah mengakui perbuatannya tersebut;  

5.------------------------------------------------------------------------------------------------------Bah

wa Pemohon sudah sering menasihati Termohon untuk berubah, namun setiap kali

dinasihati Termohon pasti bersikap acuh dan seakan tidak memperdulikan nasihat

yang diberikan oleh Pemohon;  

6.------------------------------------------------------------------------------------------------------Bah

wa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi

pada  bulan  Desember  2022,  Pemohon  kembali  mengetahui  Termohon  memiliki

hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari informasi yang

diberikan  oleh  adik  kandung  Termohon,  dan  ketika  Pemohon  menanyakan  hal

tersebut  kepada  Termohon,  pada  akhirnya  Termohon  mengakui  perbuatannya,

kemudian pada bulan Januari 2023 tanpa pamit dan izin dari Pemohon, Termohon

pergi  meninggalkan  kediaman  bersama dan  memilih  kembali  ke  kediaman milik

orang tuanya di Kampung XXXXX, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke; 
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7.------------------------------------------------------------------------------------------------------Bah

wa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri

lagi;  

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah

tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk

membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama

Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil

Pemohon  dan  Termohon,  dan  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi: 

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan  talak

terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau

kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut  melalui relaas

Nomor  XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk  tanggal  22  Nopember  2023  dan  tanggal  28

Nopember 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk

hidup rukun kembali bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 
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Bahwa  perkara  Nomor:  XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Merauke  secara  e  court,  selanjutnya  perkara  diperiksa  secara

elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk

umum dengan terlebih  dahulu  dibacakan surat  permohonan  Pemohon yang isi  dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di

persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon tidak  dapat

didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah dari  Kantor Urusan Agama Distrik Okaba,

Kabupaten Merauke,  Nomor XXXXX Tanggal  29 Desember 2016.  Bukti  surat

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal

dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1,  SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA,

bertempat tinggal di Jalan Kampung XXXXX Distrik Malind Kabupaten Merauke, di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

tetangga keduanya sejak 20 tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai

1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  anak  Pemohon mulai  bisa  jalan  keadaan

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;

- Bahwa  ketidakharmonisan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

disebabkan  karena  Termohon  berselingkuh  dengan  laki-laki  lain  bernama

XXXXX;
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- Bahwa saksi  mengetahui  jika Termohon selingkuh karena saksi  pernah

melihat wahyu sedang berada di depan rumah Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja di kota Merauke dan pulang kerumah seminggu

sekali  sehingga  Termohon  hanya  tinggal  bersama  kakek  Termohon  sehingga

Termohon terkadang membawa masuk laki-laki lain di rumahnya;

- Bahwa  masyarakat  atau  tetangga  sekitar  juga  sudah  mengetahui  jika

Termohon selingkuh;

- Bahwa saksi  pernah melihat  Pemohon dan Termohon bertengkar pada

saat saksi memindahkan sapid an lewat depan rumah Pemohon;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang

lebih 1 tahun yang lalu, dan juga Termohon saat ini sudah menikah sirri dengan

laki-laki lain dan tinggal dirumah laki-laki tersebut di XXXXX;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  di

upayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Saksi 2,  SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA,

bertempat  tinggal  di  Jalan  xxxxx Kabupaten  Merauke di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi

tetangga keduanya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang

anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun

dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun karena Termohon

berselingkuh.

- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon berselingkuh karena saksi sudah

3 kali  melihat ada laki-laki lain di rumah Pemohon sedangkan Pemohon tidak

ada di rumah karena bekerja.

- Bahwa  saksi  sempat  mengumpulkan  warga  dan  pak  RT  untuk

menggerebek Termohon dan laki-laki  tersebut namun laki-laki  tersebut keburu

kabur.
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- Bahwa antara Pemohon da Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun

yang lalu,  pada awalnya Pemohon kaget  pulang dari  tempat  kerja  Termohon

tidak ada di rumah, maka Pemohon dengan ditemani saksi melapor ke polsek

Kurik namun ternyata Termohon berada di rumah laki-laki selingkuhannya.

- Bahwa  telah  diadakan  musyawarah  dengan  hasil  Termohon  harus

menikah dengan laki-laki tersebut sehingga mereka berdua telah nikah sirri.

- Bahwa  sudah  ada  upaya  untuk  merukunkan  keduanya  namun  tidak

berhasil.

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima

dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi

dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang

tercantum  dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa selama persidangan hanya  Pemohon yang selalu  hadir

sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan

Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2008  yang  telah  diubah  dengan

Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang Bahwa perkara nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk, terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran

perkara secara online (e court), oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo diperiksa

dengan  elektronik,  sebagaimana  ketentuan  Perma  Nomor  7  Tahun  2022  tentang
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Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang

Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena  Termohon tidak pernah hadir di persidangan

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata  tidak  hadirnya

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan

tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang,  bahwa oleh karena  Termohon telah dinyatakan tidak hadir,  dan

permohonan  Pemohon mempunyai  alasan serta  tidak  bertentangan dengan hukum,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan  Pemohon dapat

diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Pemohon mengajukan  permohonan  cerai

adalah pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam

keadaan  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  tahun  2020  keadaan  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan

karena Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut

Pemohon ketahui dari bukti chat mesra yang ada di handphone milik Termohon, namun

setiap  kali  Pemohon  menanyakan  hal  tersebut  kepada  Termohon,  Termohon  tidak

pernah mengakui perbuatannya tersebut, Pemohon sudah sering menasihati Termohon

untuk berubah, namun setiap kali dinasihati Termohon pasti bersikap acuh dan seakan

tidak memperdulikan nasihat yang diberikan oleh Pemohon. Bahwa puncak perselisihan

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022,

Pemohon kembali mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hal

tersebut Pemohon ketahui dari informasi yang diberikan oleh adik kandung Termohon,

dan  ketika  Pemohon  menanyakan  hal  tersebut  kepada  Termohon,  pada  akhirnya

Termohon mengakui  perbuatannya,  kemudian pada bulan Januari  2023 tanpa pamit

dan izin dari Pemohon, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih

kembali ke kediaman milik orang tuanya di Kampung XXXXX, Distrik Kurik, Kabupaten

Merauke sehingga sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon

sudah  tidak  baik,  serta  sudah  tidak  menjalankan  kewajiban  sebagaimana  layaknya

suami isteri lagi;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau  setidak-
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tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan Pemohon  karena  Termohon  tidak

pernah  hadir  di  persidangan,  namun  karena  perkara  ini  perkara  perceraian,  maka

Pemohon tetap  diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan

mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  mengajukan  bukti  P.1  berupa  fotokopi

Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang  sebagai  akta

autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,

maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah

menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 2016, relevan dengan dalil yang

hendak  dibuktikan  oleh  Pemohon,  maka  bukti  P.1  sebagai  akta  otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat  serta  harus  dinyatakan terbukti

bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11

Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I

dan SAKSI II,  keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  para  saksi  melihat  sendiri  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan sejak

1  tahun  yang  lalu  Termohon  telah  pergi  meninggalkan  Pemohon  dan  tidak  pernah

kembali hidup bersama;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-

dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh  Pemohon serta  tidak  ada  halangan  diterimanya

kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan

Pasal  309  R.Bg.,  kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil

sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

diterima;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon,  bukti  tertulis  dan

keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta kejaidan dan telah disimpulkan

menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Termohon

mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal satu tahun

yang lalu; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan,

namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,  rumah tangga

Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan

untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (vide  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang  sakinah, mawaddah,  dan rahmah (vide

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354

K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: ”suami istri

yang telah pisah tempat tinggal  dan tidak saling memperdulikan,  sudah merupakan

fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup

rukun  dalam  rumah  tangga,  sehingga  dapat  dijadikan  alasan  untuk  mengabulkan

permohonan perceraian”,  maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah

menunjukkan  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  antara

Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada

lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  mempertahankan  rumah  tangga  yang  telah  pecah

sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini

dibiarkan, justru  akan  menimbulkan  mudharat  dan  penderitaan  lahir  batin  yang
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berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah

tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang,  bahwa  Hakim  memedomani  dalil  syar’i  sebagaimana  terdapat

dalam Al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

عليم       سميع الله فإن الطلق عزموا وإن

Artinya:  “Dan  jika  mereka  (suami)  ber'azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan  Doktrin Hukum Islam dalam

Kitab Al Bayan Hal 38  yang kemudian diambil  alih sebagai pendapat  Majelis  Hakim

sebagai berikut:

المصالح     جلب على مقدم درءالمفاسد

Artinya: “Menolak  mafsadat  (kerusakan)  lebih  didahulukan  daripada  mendapatkan

kemaslahatan (kebaikan)”.

Menimbang,  bahwa  Hakim  juga  berpendapat  sama  dengan  pendapat

Muhammad ibn Umar  ibn Ali  Nawawi  dalam Kitab  Nihayatuz  Zain  Pasal  Talaq  dan

diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

يحصل            بأن عشرتها على يصبر ل بحيث الخلق سيئة طلق المندوب ومن

عادة     تحتمل مشقةل منها له

Artinya: “Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri

atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-

nilai  tradisi  yang  berkembang salah  satu  di  antara  suami  atau  isteri  tidak

mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah

jika ”antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan

ketentuan  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.
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Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f)  Kompilasi

Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2)

Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  Hakim  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk

menjatuhkan talak satu raj'i  terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Merauke;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

berdasarkan  ketentuan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan

kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk

melaksanakan  persidangan  dengan  hakim  tunggal  dengan  Surat  Ketua  Mahkamah

Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang

dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  sejumlah

Rp1.355.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari  Senin tanggal  4

Desember  2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula  1445 Hijriah oleh

Suparlan, S.H.I., M.H,  sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu  juga  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  Tunggal  tersebut,  dan

didampingi  oleh  Andiman,  S.H.I.  sebagai  Panitera,  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim Tunggal

Suparlan, S.H.I, M.H

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 800.000,00
PNBP

PBT

PNBP PBT

Rp

Rp

Rp

20.000,00

400.000,00

10.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 1.355.000,00
(Satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
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